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SALINAN PUTUSAN

Nomor 0823/Pdt.G/2013/PA.MKkd.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah
tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX,
Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, disebut sebagai
“Penggugat”;

Melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di
Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten
Magelang, disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan
bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 22 April 2013 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 0823/Pdt.G/2013/
PA.Mkd. tanggal 22 April 2013, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada

pokoknya sebagai berikut :
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1 Bahwa pada tanggal 17 Mei 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 164/30/V/2005
tanggal 17 Mei 2005;

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
rumah Tergugat selama 5 tahun;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan
hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak
bernama XXXXX, lahir tanggal 4 Agustus 2009, ikut Penggugat;

4 Bahwa selama hidup bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang
harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi,
Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi dan
yang mencukupi adalah orang tua Penggugat;

6 Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar rajin bekerja namun
Tergugat malah marah dan terjadi pertengkaran, dan kalau Penggugat meminta uang
untuk belanja maka Tergugat menjawab tidak punya;

7 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Bahwa puncak
pertengkaran terjadi pada tahun 2011 yang mengakibatkan Penggugat pulang
kerumah orang tua dengan seijin Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan
Tergugat pisah rumah;

8 Bahwa selama pisah rumah 2 tahun tersebut Tergugat tidak pernah mengajak rukun
Penggugat dan Penggugat tidak pernah kembali kerumah Tergugat;

9 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan

gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus
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menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
perkawinan dengan Tergugat;

10 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXX bin XXXXX)
kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula
mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut
relaas Nomor 0823/Pdt.G/2013/PA.Mkd., tertanggal 06 Mei 2013 dan tanggal 23 Mei

2013 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati
Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan
tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan
telah mengajukan bukti surat berupa:
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Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/30/V/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang tanggal 17 Mei
2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen,
kemudian diberi kode P;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 XXXXX bin XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat
tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten
Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

® Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai
tetangga Penggugat;

e Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
telah menikah pada tahun 2005;

e Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

e Bahwa saksi mengetahui, sejak awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dikarenakan masalah
kekurangan ekonomi dimana Tergugat tidak mau bekerja;

e Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan dan percekcokan tersebut,
antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua)
tahun karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan

Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri;
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® Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menjemput
atau menengok dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan
anaknya,

serta tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

2 XXXXX bin XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat
tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten
Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

e Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak
kandung Penggugat;

e Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
telah menikah pada tahun 2005 dan setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) tahun dan
sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan
Penggugat;

e Bahwa saksi mengetahui, sejak awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dikarenakan kebutuhan
ekonomi yang kurang mencukupi;

e Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan dan percekcokan tersebut,
Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat
dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

® Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menjemput
atau menengok dan tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya, serta
tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam

memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu
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menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula,

memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya

pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang

bersangkutan

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah
datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut
hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan
Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-
dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a
quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan
putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat
dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan
pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang
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disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat menafkahi keluarga,
sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan keduanya berpisah
tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di
depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P dan 2 (dua) orang saksi yang
dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aselinya dan telah
diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti
mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat
bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa
yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama
tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di
atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan
keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan
sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan
mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam
surat gugatan Penggugat dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka diketahui
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga
gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat

tersebut secara formil dapat diterima;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,
maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum
sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009,
oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum)
sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama XXXXX bin
XXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX, maka
telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun,
kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mempunyai
pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat mencukupi ekonomi keluarga, kemudian
Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan saat ini antara Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan selama berpisah tempat
tinggal, tidak terlihat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi meskipun pihak keluarga sudah berupaya
untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan
dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat
ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

e Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan

sampai sekarang belum bercerai;
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¢ Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten
Magelang;

e Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan

hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

e Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam
keadaan rukun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan
dan pertengkaran karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap
sehingga tidak mampu mencukupi ekonomi keluarga sehingga antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua)
tahun, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

e Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak
terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, dan meskipun orang tua
Penggugat

Pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan
rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut,
bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup
rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-

Qur’an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
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Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun
1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justeru akan
banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan
jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fighus Sunnah Juz II halaman

289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi
keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat
telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu
gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara
Penggugat dan Tergugat dalam keadaan ba’daddukhul, maka sesuai maksud Pasal 119
ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak Bain Shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
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dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan
pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan
yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX)

terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX,

Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
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5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. M. ISKANDAR EKO
PUTRO, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JAZILIN dan Drs. KHOERUN,
sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para  hakim
anggota tersebut dan dibantu oleh ROFIQOH, SHI. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAIJELIS,
1 Drs. JAZILIN Drs.M.ISKANDAR EKO
PUTRO,MH.
Ttd.

2 Drs. KHOERUN
PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

ROFIQOH, SHL.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran Rp.  30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara Rp.  50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J umlah Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.
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